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ABSTRAK

ANNUR AMIN (B021181003) DENGAN JUDUL “ANALISIS YURIDIS
TERHADAP PERMOHONAN FIKTIF POSITIF PADA PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NO.
3/P/FP/2020/PTUN.MKS, NO. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, DAN NO
6/P/FP/2020/PTUN.KDI”. Di bawah bimbingan (Abdul Razak) sebagai
Pembimbing | dan (Dian Utami Mas Bakar) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan terhadap
pertimbangan hukum hakim mengenai kompetensi absolut PTUN dalam
menyelesaikan permohonan fiktif positif pada putusan PTUN no.
3/P/FP/2020/PTUN.MKS dan no. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, serta untuk
mengetahui perbandingan terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai
tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif positif pada putusan no.
3/P/FP/2020/PTUN.MKS dan no. 6/P/FP/2020/PTUN.KDI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitan normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendakatan kasus dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) mengenai pelaksanaan
kompetensi absolut PTUN dalam menyelesaikan permohonan fiktif positif
pada putusan PTUN no. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS masih menggunakan
dasar hukum Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, sementara ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 175
Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sehingga, penerapan
hukum pada putusan tersebut tidak tepat. Berbeda pada putusan PTUN no.
6/P/FP/2020/PTUN.PDG yang telah menggunakan dasar hukum Pasal 175
Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni hilangnya
kompetensi absolut PTUN memeriksa permohonan fiktif positif. (2)
mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif positif pada
putusan PTUN no. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS dan no.
6/P/FP/2020/PTUN.KDI bersifat disparitas pula. Pada putusan no.
3/P/FP/2020/TUN.MKS permohonan Pemohon diajukan telah lewat waktu
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun eksepsi
tenggang waktu Termohon tetap ditolak oleh Majelis Hakim. Berbeda pada
putusan no. 6/P/FP/2020/PTUN.KDI, permohonan Pemohon telah lewat
waktu dan Majelis Hakim menerima eksepsi tenggang waktu Termohon,
sehingga amar putusan PTUN menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima.

Kata Kunci : Fiktif Positif, Kompetensi Absolut, Tenggang Waktu.
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ABSTRACT

ANNUR AMIN (B021181003) WITH THE TITLE “JURIDIC ANALYSIS OF
POSITIVE FICTIONAL APPLICATIONS IN STATE ADMINISTRATIVE
COURT DECISIONS (DECISION STUDY NO. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS,
NO. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG , AND NO 6/P/FP/2020/PTUN.KDI”. Under
the guidance of (Abdul Razak) as Supervisor | and (Dian Utami Mas
Bakar) as Supervisor Il.

This study aims to determine the comparison of the judge's legal
considerations regarding the absolute competence of the administrative
court in resolving positive fictitious applications in the PTUN decision no.
3/P/FP/2020/PTUN.MKS and no. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, as well as to
find out the comparison with the judge's legal considerations regarding the
grace period for submitting a positive fictitious application in decision no.
3/P/FP/2020/PTUN.MKS and no. 6/P/FP/2020/PTUN.KDI.

This study uses a normative research method with a statutory
approach, case approach and conceptual approach. The legal materials
used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and
tertiary legal materials. The legal materials were analyzed qualitatively and
presented descriptively.

The results of this study, namely (1) the implementation of the
absolute competence of administrative court in completing positive fictitious
applications in the administrative court decision no.
3/P/FP/2020/PTUN.MKS still uses the legal basis of Article 53 of Law no.
30 of 2014 concerning Government Administration, while the provision has
been amended by Article 175 Number 6 of Law no. 11 of 2020 concerning
Job Creation. Thus, the application of the law to the decision is not
appropriate. Unlike the administrative court decision no.
6/P/FP/2020/PTUN.PDG which has used the legal basis of Article 175
Number 6 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, namely the loss
of absolute competence of administrative court to examine positive fictitious
applications. (2) the grace period for submitting a positive fictitious
application in the administrative court decision no.
3/P/FP/2020/PTUN.MKS and no. 6/P/FP/2020/PTUN.KDI is also a
disparity. In decision no. 3/P/FP/2020/TUN.MKS the Petitioner's
application has expired as stipulated in the legislation, but the Respondent's
exception of grace period is still rejected by the Panel of Judges. Unlike the
decision no. 6/P/FP/2020/PTUN.KDI, the Petitioner's application has
expired and the Panel of Judges accepts the exception of the Respondent's
grace period, so that the administrative court decision states that the
Petitioner's application cannot be accepted.

Keywords: Positive Fictional, Absolute Competence, Grace Period.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.! Maka prinsip
penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum. Salah
satu inti dari negara hukum adalah baik pemerintah maupun rakyatnya
harus tunduk pada hukum yang berlaku. Segala tindakan pemerintah
harus berdasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.?

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya checks and
balances antar lembaga, karena di dalam prakteknya sering terjadi
pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap warga negara. Dalam
konteks ini, Mas Bakar® menuliskan bahwa diperlukan lembaga
peradilan sebagai sarana penyelesaian secara hukum untuk
melakukan pengawasan dan penilaian terhadap keabsahan keputusan
yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara jika hal itu dipandang

berorientasi merugikan atau melanggar hak-hak masyarakat.

1 Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Muhammad Zulfan Hakim, "Penggunaan KTUN Sebagai Saran Perlindungan
Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional Hukum Lingkungan
“Perlindungan Sumber Daya Alam”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bekerjasama
dengan Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, dan Pustaka Pena Press,
him, 320.

3 Mas Bakar, 2010, Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi, Rangkang
Education, Yogyakarta, him. 11-12.
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Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu
pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 47
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.” Selanjutnya, dalam
Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan pengertian dari sengketa
tata usaha negara, yaitu:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum

perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di

Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari penjelasan mengenai sengketa tata usaha negara tersebut,
maka dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi pangkal pokok
sengketa atau objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara.
Kemudian, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara
adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 UU No.
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
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Kemudian, terdapat fakta menarik dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur konsep
keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif negatif. Keputusan
yang bersifat fiktif negatif adalah sikap diam pejabat pemerintahan yang
dianggap menolak permohonan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 UU
No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur
bahwa:

(1) “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara.

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak
mengeluarkan keputusan dimaksud.

(3) Dalam  hal peraturan perundang-undangan  yang
bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu
empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap
telah mengeluarkan keputusan penolakan.”

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa konsep
yang dianut dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara adalah konsep keputusan fiktif negatif. Sebuah
keputusan disebut “fiktif” karena sikap diamnya Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam bentuk tidak mengeluarkan keputusan
yang dimohonkan atau tidak berwujud. Sedangkan, keputusan itu
disebut “negatif’ karena sikap diam dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan itu dianggap mengeluarkan keputusan penolakan. Oleh
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karena itu, jika ada pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya
keputusan fiktif negatif, maka pihak tersebut dapat mengajukan
gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Namun, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, konsep fiktif negatif mengalami
pergeseran menjadi fiktif positif. Keputusan fiktif positif adalah sikap
diam atau pengabaian yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan terhadap permohonan masyarakat dalam jangka waktu
tertentu yang dianggap dikabulkan.* Sikap diam Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan tersebut disamakan dengan keputusan tertulis
yang berisi pengabulan terhadap permohonan masyarakat meskipun
wujudnya secara fisik tidak tertulis.

Meskipun di dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan istilah
fiktif positif, tetapi istilah ini merupakan sebuah neologisme untuk
mempermudah konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 53 UU No.
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 53
UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur
bahwa:

(1) “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 Ni Komang Ayu Arniti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani,
“Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan
Tata Usaha Negara”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2019, him. 267.
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(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara
hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan
Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.”

Jadi, dapat dipahami bahwa Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan menganut konstruksi hukum fiktif
positif. Karena, apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon dalam jangka waktu yang
ditentukan (fiktify, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dianggap mengabulkan permohonan tersebut secara hukum (positif).

Secara konseptual, keputusan dengan konstruksi hukum fiktif
positif dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan

keputusan tata usaha negara dan keadilan, karena masyarakat



mendapatkan kepastian hukum ketika permohonannya tidak ditanggapi
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.®

Masyarakat mengajukan permohonan kepada PTUN untuk

memperoleh putusan atas penerimaan keputusan yang bersifat fiktif
positif.> Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa
“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Hal ini diatur pula dalam
Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan
Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan
atau Pejabat Pemerintah, mengatur mengenai tenggang waktu
pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan
keputusan yang bersifat fiktif positif, yaitu:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan

Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah,

hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

a. batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terlampaui; atau

b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara

lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jika batas
waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan

5 M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni, “Kajian Tentang Kompetensi Absolut
Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif”,
Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, Nomor 1, 2019, him. 34.

6 Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
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Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, setelah permohonan diajukan dan diterima oleh
PTUN, maka PTUN wajib memerika dan memutus permohonan
tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
permohonan diregistrasi.’

Tetapi, pasca diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 membawa perubahan yang
sangat luas terhadap berbagai aspek, termasuk aspek administrasi
pemerintahan. Dalam Bab Xl tentang Pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, Pasal 175 Angka 6 UU
No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan
Pasal 53 yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 175 Angka 6 UU No. 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berbunyi:

(1) “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan.

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan
seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi,
sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan
sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan yang berwenang.

7 Pasal 53 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
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(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,
permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan
Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan
secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Presiden.”

Dari ketentuan tersebut, setidaknya ada dua hal pokok yang
mengalami perubahan dari Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, yakni a) mengenai penentuan batas waktu
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau
melakukan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan, dan b)
mengenai mekanisme pengajuan permohonan untuk mendapatkan
putusan atas penerimaan permohonan fiktif positif.

Pertama, dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, batas waktu untuk menetapkan dan/atau
melakukan keputusan dan/atau tindakan adalah 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap. Sedangkan, dalam Pasal
175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah
batas waktu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan
dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan menjadi 5 hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap.

Kedua, mengenai mekanisme pengajuan permohonan ke PTUN
untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan keputusan
yang bersifat fiktif positif. Perubahan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 175 Angka 6 UU No.
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11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan
terhadap campur tangan badan yudisial, yakni lembaga PTUN dalam
melakukan kontrol terhadap tindakan pemerintah yang mengabaikan
permohonan masyarakat.® Pengaturan mengenai mekanisme
pengajuan permohonan kepada PTUN untuk memberikan putusan atas
penerimaan permohonan fiktif positif telah hilang dalam UU No. 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan demikian melalui UU No. 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka kewenangan PTUN untuk
memeriksa dan memutus permohonan fiktif positif menjadi hilang.®
Sehingga, menjadi pertanyaan yang sangat besar terhadap
kewenangan PTUN dalam memeriksa dan memutus permohonan fiktif
positif pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Sementara, dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa pengadilan dilarang menolak
untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun, permasalahannya
adalah peraturan manakah sekarang yang diberlakukan, apakah
konsep fiktif positif yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja yang telah mengubah UU No. 30 Tahun 2014 Tentang

8 Enrico Simanjuntak, “Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya”, Jurnal
Hukum dan Peradilan, Vol. 6, Nomor 3 November 2017, him. 390-391.

9 Mailinda Eka Yuniza dan Melodia Puji Inggarwati, “Peluang dan Tantangan Penerapan
Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan”, Jurnal De
Jure, Vol. 13, Nomor 2 Oktober 2021, him. 3.
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Administrasi Pemerintahan, atau justru kembali menganut konsep fiktif
negatif yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Meskipun, disisi lain masih ada Hakim PTUN yang
menggunakan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan sebagai dasar dalam memeriksa dan memutus
permohonan fiktif positif. Hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat
serius dalam bidang administrasi pemerintahan, karena menimbulkan
ketidakpastian hukum diberbagai kalangan.

Tantangan dan permasalahan tersebut menjadi lebih besar pasca
keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.
Karena, dalam Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja mendelegasikan ketentuan mengenai bentuk penetapan
keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Presiden. Namun, dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, Hakim Konstitusi dalam amar
putusannya angka 7 (tujuh) “menyatakan untuk menangguhkan segala
tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta
tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang
berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”
Sehingga, Peraturan Presiden yang diamanahkan oleh UU No. 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak dapat diterbitkan, dan tentu hal
ini membawa konsekuensi terhadap bertambahnya ketidakpastian

hukum penyelesaian permohonan fiktif positif kedepannya.
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Oleh karena itu, penulis akan fokus pada kajian terhadap berbagai
putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewisjde) untuk melihat pelaksanaan dari ketentuan diatas terkait
pelaksanaan kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa dan
memutus permohonan fiktif positif dan tenggang waktu pengajuan
permohonan fiktif positif pasca terbithya UU No. 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji putusan
PTUN dengan klasifikasi permohonan fiktif positif yang diregistrasi
pasca terbtinya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu
putusan PTUN no. 3/P/FP/2020/PTUN.Mks, putusan PTUN no.
6/P/FP/2020/PTUN.Pdg, dan putusan PTUN no.
6/P/FP/2020/PTUN.Kdi.

Pada putusan PTUN Makassar no. 3/P/FP/2020/PTUN.Mks
dengan klasifikasi permohonan fiktif positif, amar putusannya adalah
“‘mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya”. Hakim PTUN
mengabulkan permohonan tersebut karena Hakim PTUN tidak
mempertimbangkan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja sebagai landasan dalam memutus
permohonan tersebut, melainkan Hakim PTUN menggunakan
pengaturan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan.

Sementara dalam putusan PTUN Padang no.

6/P/FP/2020/PTUN.Pdg dengan Kklasifikasi permohonan fiktif positif,
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Hakim PTUN mempertimbangkan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja, yakni hilangnya kompetensi absolut PTUN
dalam memeriksa dan memutus keputusan yang bersifat fiktif positif.
Sehingga, amar putusannya menyatakan “permohonan pemohon tidak
diterima”.

Selanjutnya, penulis juga akan fokus mengkaji terkait
pelaksanaan pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif
positif kepada PTUN. Dalam pengkajian ini, penulis akan mengkaiji
putusan PTUN no. 3/P/FP/2020/PTUN.Mks dan putusan PTUN no.
6/P/FP/2020/PTUN.Kdi.

Pada putusan PTUN Makassar no. 3/P/FP/2020/PTUN.Mks
dengan Kklasifikasi permohonan fiktif positif, Hakim PTUN menolak
eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan,
padahal permohonan Pemohon diajukan telah lewat waktu
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sehingga, amar putusan Hakim PTUN dalam putusan tersebut adalah
mengabulkan permohonan pemohon. Sementara, pada putusan PTUN
Kendari no.6/P/FP/PTUN.Kdi dengan Kklasifikasi permohonan fiktif
positif, Hakim PTUN menerima eksepsi Termohon perihal permohonan
pemohon telah lewat waktu karena memang pada faktanya
permohonan pemohon telah daluwarsa. Sehingga amar putusan Hakim

PTUN menyatakan permohonan pemohan tidak dapat diterima.
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Dengan demikian, sungguh hal yang tidak dapat dibenarkan jika
ini dibiarkan secara berkelanjutan. Sebab, PTUN kehilangan
konsistensi dan eksistensinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
yang diharapkan mampu memberi solusi terhadap para pihak yang
sedang bersengketa untuk mendapatkan kepastian hukum dan
keadilan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, yang menjadi isu
hukum atau legal issue dalam penelitian ini adalah mengenai
inkonsistensi PTUN dalam memeriksa dan memutus permohonan fiktif
positif dalam berbagai putusan PTUN. Maka dari itu, penulis merasa
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis
Terhadap Permohonan Fiktif Positif Dalam Berbagai Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan PTUN No.
3/P/FP/2020/PTUN.MKS, No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, dan No.
6/P/FP/2020/PTUN.KDI”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka
penulis akan membatasi fokus penelitian penulis agar tidak melebar
secara luas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana perbandingan terhadap pertimbangan hukum hakim

mengenai kompetensi absolut PTUN dalam menyelesaikan
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permohonan fiktif positif pada putusan no. 3/P/FP/2020/PTUN.Mks
dan putusan no. 6/P/FP/2020/PTUN.Pdg?

Bagaimana perbandingan terhadap pertimbangan hukum hakim
mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif positif
pada putusan no. 3/P/FP/2020/TUN.Mks dan putusan no.

6/P/FP/2020/PTUN.Kdi?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui perbandingan terhadap pertimbangan hukum
hakim mengenai kompetensi absolut PTUN dalam menyelesaikan
permohonan fiktif positif pada putusan no. 3/P/FP/2020/PTUN.Mks
dan putusan no. 6/P/FP/2020/PTUN.Pdg.

Untuk mengetahui perbandingan terhadap pertimbangan hukum
hakim mengenai tenggang pengajuan permohonan fiktif positif
pada putusan no. 3/P/FP/2020/TUN.Mks dan putusan no.

6/P/FP/2020/PTUN.Kdi.

Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan baik

dari segi teoritik maupun dari segi praktis:

1.

Kegunaan teoritik
Pada penelitian ini, diharapkan mampu memberikan

sumbangsih dan kontribusi terhadap pengembangan khazanah
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ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di hukum
administrasi negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan
mampu menambabh literatur kepustakaan yang berkaitan dengan
penyelesaian permohonan fiktif positif di PTUN.
2. Kegunaan praktis
Pada penelitian ini, diharapkan mampu memberikan masukan
terhadap penelitian di bidang yang sama serta menjadi acuan atau
pedoman dan literatur bagi peneliti lainnya untuk melakukan
penelitian yang serupa. Selain itu, diharapkan pula menjadi
masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengajukan permohonan
fiktif positif, serta dalam menangani dan memutus sebuah
permohonan atau perkara yang berkaitan dengan keputusan fiktif
positif.
E. Keaslian Penelitian
Pada dasarnya, setiap penelitian yang dilakukan memiliki
perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki objek
penelitian yang sama. Setelah melakukan pencarian di berbagai media
dan situs internet, penulis menemukan judul penelitian yang berkaitan
dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Irmayani (SPIl. 141820)
mahasiswa S1 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas

Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi
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dengan Judul “Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara Dari Fiktif
Negatif Ke Fiktif Positif Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Publik
Di Kota Jambi” pada tahun 2019. Hasil penelitian yang didapatkan
ialah (1) Keputusan fiktif negatif dan keputusan fiktif positif di
PTUN Provinsi Jambi adalah keputusan yang terbilang fiktif, di
mana disebut “fiktif” karena merupakan permohonan yang
diajukan dianggap atau seolah-olah ada keputusan, disebut
“negatif’ karena permohonan yang diajukan oleh pemohon telah
ditolak apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan negara itu bersikap diam.
Sedangkan disebutkan “positif’ karena permohonan yang
diajukan oleh pemohon telah diterima dan diajukan permohonan
ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan penerimaan tersebut.
(2) Dasar hakim dalam memberikan KTUN terhadap fiktif negatif
menjadi fiktif positif di PTUN Provinsi Jambi dimana dalam
keputusan fiktif negatif dasar hukumnya yaitu Pasal 55 UU No. 5
tahun 1986 sedangkan keputusan fiktif positif yaitu ada pada
Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014, adapun bentuk pengajuan
keadilan dari fiktif negatif mereka hanya bisa mengajukan gugatan
biasa, berbeda dengan fiktif positif, mereka bisa mengajukan
dengan permohonan. (3) Kasus-kasus yang terjadi di PTUN,
pertama adalah izin mendirikan bangunan di mana pemohon

mengajukan permohonan kepada pemerintah kota namun
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dikarenakan sikapnya yang seolah-olah tidak merespon maka
pemohon dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk
mendapatkan keputusan, kedua kasus mengenai pencabutan
izin-izin pertambangan di mana PTUN Jambi telah mengabulkan
gugatan LBH Jambi terhadap Gubernur Jambi. Dalam putusan
yang dibacakan 20 Oktober 2017 lalu, majelis hakim mengabulkan
argumentasi fiktif positif yang digunakan pemohon berkenaan
dengan pencabutan izin-izin pertambangan di Kabupaten
Batanghari. Ketiga, PTUN telah mengabulkan permohonan BPRD
Merangin terkait DPC Partai Hanura Kabupaten Merangin yang
tidak mendaftarkan dirinya dan kasus kepemilikan tanah yang
mana pemohon telah mengajukan permohonan kepada
pemerintah kota namun tidak kunjung terselesaikan maka
pemohon mengajukan ke PTUN sehingga mendapatkan putusan.
Dari penelitian diatas, fokus penelitiannya adalah mengenai
penyelesaian keputusan fiktif negatif menjadi fiktif positif di PTUN
dan implikasinya terhadap pelayanan publik di Kota Jambi.
Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah
mengenai penyelesaian permohonan fiktif positif yang dilakukan
oleh Hakim PTUN diberbagai putusan PTUN terkait dengan
kompetensi absolut PTUN dan tenggang waktu pengajuan

permohonan fiktif positif.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Adib Kamala Umairy

(150710101555) mahasiswa S1 Fakultas Hukum, Universitas
Jember, dengan judul “Pembatasan Upaya Hukum Dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Mengabulkan
Permohonan Keputusan Fiktif Positif” pada tahun 2019. Penelitian
ini membahas apakah Pasal 17 Perma No. 8/2017 yang
menyebutkan beberapa isi amar putusan permohonan fiktif positif
tidak bertentangan dengan frasa “dianggap dikabulkan secara
hukum” di dalam Pasal 53 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, dan apakah setiap
permohonan dapat menerapkan prinsip fiktif positif mengingat UU
No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak
mengatur pengecualian permohonan yang menerapkan prinsip
fiktif positif, serta bagaimana upaya hukum bagi pihak ketiga yang
dirugikan akibat putusan PTUN yang mengabulkan permohonan
keputusan fiktif positif.

Pada penelitian diatas, titik fokus kajiannya adalah mengenai
pembatasan terhadap upaya hukum putusan PTUN yang
mengabulkan permohonan keputusan fiktif positif khususnya bagi
pihak ketiga yang dirugikan. Selain itu, penelitian diatas juga
mengkaji mengenai problematika putusan PTUN tentang fiktif
positif yang ditolak oleh PTUN bertentangan dengan UU No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan frasa
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dikabulkan secara hukum. Sementara, penelitian yang dilakukan
oleh penulis berfokus terhadap studi beberapa putusan PTUN
terkait dengan pelaksanaan pengaturan kompetensi absolut
PTUN dalam memeriksa dan memutus permohonan fiktif positif
dan tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif positif kepada
PTUN.

Penelitan yang dilakukan oleh  Fernanda Mangalik
(010001600453) mahasiswa S1 Fakultas Hukum, Universitas
Trisakti, Jakarta dengan Judul “Analisis Yuridis Fiktif Positif Pada
Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi
Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016)”
pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai: (1)
permohonan keputusan yang diajukan oleh pemohon kepada
Pejabat TUN vyang tidak melakukan tindakan atas
kewenangannya tersebut, maka pemohon harus mengajukan
permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan guna
mendapatkan keputusan dari Pejabat TUN. (2) permasalahan
putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016 yang
bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2015 karena amarnya
yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali sehingga

membatalkan putusan Pengadilan TUN yang memerintahkan
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Pejabat TUN untuk menerbitkan keputusan atas permohonan PT

Coalindo Utama yang telah memiliki kelengkapan syarat.

Pada penelitian diatas, titik fokus kajiannya adalah mengenai

analisis permohonan fiktif positif terhadap putusan Peninjauan

Kembali yang bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 5 Tahun

2015. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus

terhadap studi beberapa putusan PTUN untuk melihat

pelaksanaan kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa dan
memutus permohonan fiktif positif dan tenggang waktu pengajuan

permohonan fiktif positif kepada PTUN pasca lahirnya UU No. 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, dapat dipahami
bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dewi Irmayani, Adib Kamala
Umairy, dan Fernanda Mangalik memiliki perbedaan penelitian yang
dilakukan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis melakukan
penelitian terkait dengan perbandingan terhadap penyelesaian
permohonan fiktif positif di berbagai putusan PTUN yang berkaitan
dengan kompetensi absolut PTUN pasca lahirnya UU No. 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja dan tenggang waktu pengajuan permohonan
fiktif positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian lainnya

sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
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F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian
ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum
normatif ini juga biasa disebut sebagai tipe penelitian hukum
doktriner, karena penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-
peraturan yang tertulis, sehingga penelitian ini berkaitan erat
dengan studi kepustakaan (library research).t°
2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian
ini sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam
menyelesaikan isu hukum yang akan diteliti adalah dengan
menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute
approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan biasa juga disebut
dengan pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini
merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan. Pendekatan ini dilakukan untuk

10 [rwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi
Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, him. 98.
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meneliti  peraturan perundang-undangan yang dalam
penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah
menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam
tataran praktis maupun dalam tataran pelaksanaannya. Dalam
pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari dan
menelaah konsistensi atau kesesuaian antara Undang Undang
Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang
dengan undang-undang.!'! Sehingga, dalam penelitian ini,
penulis akan mencermati dan menelaah semua peraturan-
peraturan terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan
dengan cara menelaah fakta materill dalam penerapan
peraturan perundang-undangan melalui ratio decidendi atau
pertimbangan hukum hakim untuk sampai pada putusan
pengadilan.'? Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah atau
mengkaji pertimbangan hukum hakim pada beberapa putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sampai pada suatu
putusannya, yakni putusan PTUN no.

3/P/FP/2020/PTUN.MKS, putusan PTUN no.

11 |bid., him. 133-134.
12 peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, him. 119.
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6/P/FP/2020/PTUN.PDG, dan putusan PTUN no.
6/P/FP/2020/PTUN.KDI.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang
memberikan  sudut pandang dengan  menganalisis
penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat
dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.® Dalam
penelitian ini, digunakan pendekatan konseptual dengan tujuan
untuk menelaah dan mengkaji konsep aspek hukum yang
berkaitan dengan penyelesaian permohonan fiktif positif.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan
hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.'* Adapun
bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

13 [rwansyah, Op.Cit., him. 147.
14 Irwansyah, Op.Cit., him. 101.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan
atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan
Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintah;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plemo
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Surat Edaran MA Rl No. 10 Tahun 2020 Tentang .
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI
Tahun 2020;

Surat Edaran MA Rl No. 5 Tahun 2021 Tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
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Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

8) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor
3/P/FP/2020/PTUN.MKS;

9) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor
6/P/FP/2020/PTUN.PDG; dan

10) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor
6/P/FP/2020/PTUN.KDI.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bertujuan
untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer.t> Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan
hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal
hukum, dan skripsi hukum yang memiliki relevansi dengan
penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis

dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Bahan-

15 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him. 119.
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bahan hukum diperoleh melalui proses menelusuri, mengumpulkan
dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum,
jurnal-jurnal hukum, dan publikasi online yang relevan dengan
objek penelitian ini. Bahan hukum tersebut diperoleh dari
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun
melalui jejaring internet.
Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni menganalisis
dan memaparkan secara jelas dan logis bahan-bahan penelitian
untuk mendapatkan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan dalam

penelitian ini.
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BAB Il

TINJAUAN PERBANDNGAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PTUN DALAM
MENYELESAIKAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF PADA PUTUSAN
PTUN NO. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS DAN PUTUSAN NO.

6/P/FP/2020/PTUN.PDG

A. Peradilan Tata Usaha Negara
1. Pengertian

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat dengan
PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota
kabupaten atau kota. PTUN sebagai lembaga pengadilan tingkat
pertama memiliki tugas dan fungsi memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.®

R. Subekti mengemukakan bahwa pengadilan adalah sebagai
badan yang melaksanakan peradilan yakni memeriksa dan
memutus suatu sengketa dan pelanggaran-pelanggaran hukum

atau penyimpangan hukum. Peradilan merupakan segala hal yang

16 Fajlurrahman Jurdi, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rangkang
Education, Yogyakarta, him. 47.
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berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan
keadilan.t’

Pada dasarnya, Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk
menegakkan hukum publik, yakni hukum administrasi negara
sebagaimana ditegakkan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sengketa yang
termasuk lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
adalah sengketa tata usaha negara.!’® Dalam literatur lain,
ditemukan bahwa peradilan tata usaha negara adalah peradilan
dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan
wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang hukum
TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota
masyarakat) dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik di
pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu
keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

17 Priyatmanto Abdoellah, 2016, Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, him. 96.

18 Philipus M. Hadjon, dkk., 2015, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, him. 304.

19 Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenadamedia Group,
Jakarta, him. 574.
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2. Sengketa Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang hanya
berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara,
yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1
Angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU
No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
memberikan definisi tentang Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”

Pangkal pokok atau objek sengketa tata usaha negara adalah
keputusan tata usaha negara. Sehingga, pada dasarnya sengketa
tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu
keputusan tata usaha negara yang telah ditetapkan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa:

(a) yang dapat digugat dihadapan Peradilan Tata Usaha
Negara adalah hanya Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan;

(b) sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha
Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya

suatu keputusan tata usaha negara, bukan sengketa
mengenai kepentingan hak.?°

20 Rozali Abdullah, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, him. 4.
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Oleh karena itu, di dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak
dikenal dengan gugatan balik atau gugatan rekonvensi karena yang
menjadi tergugat adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dan yang menjadi penggugat adalah seseorang atau badan hukum
perdata. Sehingga, tidak mungkin saling menggugat antara sesama
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau sesama seseorang
atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara.?!

Selain penggugat dan tergugat yang menjadi pihak atau
sebjek sengketa tata usaha negara, maka adakalanya ada pihak
ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata
usaha negara. Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UU No. 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa”

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang
berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang
diperiksa oleh Peradilan, baik atas prakarsa sendiri dengan
mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim dapat
masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak
sebagai: pihak yang membela haknya; atau peserta yang
bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan hal diatas, maka dapat diketahui bahwa subjek
sengketa tata usaha negara dalam PTUN adalah sebagai berikut:

a. Pihak Penggugat
Pihak yang menjadi pihak penggugat dalam PTUN

adalah setiap subjek hukum (orang maupun badan hukum

perdata) yang merasa kepentingannya dirugikan akibat

21 |bid., him. 4-5.
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dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan.
b. Pihak Tergugat
Pihak tergugat adalah Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tata usaha
negara berdasarkan wewenang yang melekat pada dirinya.
c. Pihak Ketiga yang Berkepentingan
Pihak ketiga yang berkepentingan dengan sengketa
yang sedang diperiksa oleh PTUN, baik atas prakarsa sendiri
maupun prakarsa hakim maka dapat dimasukkan sebagai
pihak dalam sengketa tersebut.

Apabila pihak ketiga belum pernah ikut serta dalam
pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, maka pihak ketiga
tersebut berhak untuk melakukan perlawanan terhadap
pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang
mengadili sengketa pada tingkat pertama.??

3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Soedikno Mertokusumo, kompetensi absolut atau

kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan

pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara

22 Fajlurrahman Jurdi, Op. Cit., him. 152,
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mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam
lingkungan pengadilan lain.??

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompetensi
adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan
sesuatu).?* Untuk mengetahui kompetensi suatu pengadilan dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, dapat
diketahui dengan cara;

a) dilihat  dari pokok  sengketanya  (geschlipunt,

fundamentum petendi);

b) melakukan pembedaan antara atribusi (absolute
competentie atau attributie van rechtsmacht) dan delegasi
(delatieve competentie atau distributie van rechtsmacht);

C) ‘rjnazerllakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan
kompetensi relatif.25

Jika dilihat dari pokok sengketanya, maka apabila pokok
sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, tentu yang
memiliki kompetensi atau kewenangan adalah pengadilan umum.
Sementara, jika pokok atau pangkal sengketanya terletak dalam
hukum publik, maka tentu yang memiliki kewenangan atau
kompetensi untuk mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha
Negara.?®

Selanjutnya adalah melakukan pembedaan antara atribusi

dan delegasi. Pada umumnya, ada dua cara pokok sumber dari

23 |bid., him. 186.
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
25 Zairin Harahap, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 28.
26 |bid.
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wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yakni dengan
cara atribusi dan delegasi. Pada atribusi terjadi pemberian
wewenang pemerintahan yang baru berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Artinya, disini melahirkan atau menciptakan
wewenang pemerintahan baru. Sedangkan, pada delegasi terjadi
pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang telah memperoleh wewenang
pemerintahan secara atributif kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh
adanya suatu atribusi wewenang.?’

Kaitan dengan atribusi dan delegasi, van Wijk, F.A.M. Stroink
dan J.G. Steenbeek juga mengemukakan pandangannya bahwa
ada 2 sumber perolehan kewenangan oleh organ pemerintahan,
yaitu atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi,
disebutkan bahwa:

“Atribusi berhubungan dengan pemberian wewenang baru
atau yang sebelumnya belum ada, sedangkan delegasi
menyangkut suatu pelimpahan wewenang dari organ yang
telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ
lainnya; jadi secara logis, delegasi selalu didahului dengan
atribusi.”?8

Namun, secara teoritik dikenal ada tiga sumber kewenangan,

yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai tiga sumber

27 Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, him. 91.

28 Ridwan HR, 2019, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, him. 102.
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kewenangan ini, H.D. van Wik/Willem  Konijnenbelt,

mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

a) atribusi, yaitu organ pemerintahan memperoleh
wewenang dari pembuat undang-undang.

b) delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari
organ pemerintahan yang satu kepada organ
pemerintahan lainnya.

c) mandat, yaitu organ pemerintahan memberikan izin
kepada organ pemerintahan lainnya untuk dijalankan
kewenangannya.?®

Berkaitan dengan definisi ketiga sumber kewenangan

tersebut, telah dijelaskan pula dalam Pasal 1 UU No. 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Angka 22: “Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-
Undang.”

Angka 23: “Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.”

Angka 24: “Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

29 |bid.
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dengan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada

pemberi mandat.”

Selain itu, untuk mengetahui kompetensi suatu peradilan
maka kita harus mengetahui pembedaan antara kompetensi
absolut dan kompetensi relatif dalam Peradilan Tata Usaha Negara,
yaitu sebagai berikut:

1) Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara
berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau
pokok sengketanya. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa Tata Usaha

Negara adalah keputusan tata usaha negara, yakni suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata, dan keputusan TUN yang fiktif negatif
sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.3°

30 Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan”, Junal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, Nomor 1, Maret 2016, him. 137.
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Namun, dinamika perubahan terhadap peraturan-
peraturan administrasi pemerintahan terus terjadi, termasuk
diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki
pengaturan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan
menjadi lebih baik.

Dengan adanya perubahan konsep hukum yang diatur
dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, membawa konsekuensi terhadap luasnya
kompetensi PTUN. Perubahan yang paling mendasar
menyangkut keputusan tata usaha negara. Selain adanya
obyek sengketa baru berupa tindakan faktual, kompetensi
PTUN menilai unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 21
UUAP) dan memeriksa permohonan keputusan fiktif positif
(Pasal 53 UUAP), serta kompetensi PTUN terhadap
keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan hasil upaya
administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3)
UUAP.3!

Berkaitan dengan kompetensi absolut PTUN dalam
memeriksa permohonan fiktif positif, setelah disahkannya UU
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Pengadilan Tata Usaha Negara mendapat perluasan tugas

31 1bid., him. 141.
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dan kewenangannya sebagai lembaga yang menjalankan
peraturan perundang-undangan, Vvyaitu salah satunya
berkaitan dengan menyelesaikan permohonan berkenaan
dengan fiktif positif yang diatur didalam UU No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.3?> Oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, maka PTUN memiliki
kompetensi absolut yang sangat luas dalam memeriksa dan
memutus sengketa tata usaha negara karena menyangkut
keputusan tata usaha negara fiktif positif dan tindakan faktual
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Penguijian terhadap segiformalitas permohonan meliputi
diantaranya adalah pengujian objek permohonan dari aspek
kewenangan PTUN. Untuk mengetahui permohonan
pemohon apakah termasuk kewenangan PTUN, maka harus
diketahui kriteria permohonan pemohon terlebih dahulu
apakah termasuk kriteria permohonan fiktif positif
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan MA RI
No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk
Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna
mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau

Pejabat Pemerintah, yaitu:

32 M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni, Op.Cit., him. 31.
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a) “Permohonan dalam lingkup kewenangan badan
dan/atau pejabat pemerintahan;

b) Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan
untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;

c) Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan
yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan

d) Permohonan untuk kepentingan pemohon secara
langsung.”

Penguijian terhadap kriteria permohonan pada ketentuan
diatas bersifat kumulatif, artinya semua permohonan yang
diajukan kepada Termohon harus memenuhi ketentuan
tersebut. Tidak terpenuhinya salah satu kriteria berakibat
hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan,
dengan amar putusan Permohonan Pemohon tidak diterima
dan dihukum untuk membayar biaya perkara.33

2) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan dari
pengadilan sejenis yang mana memiliki kewenangan untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang
bersangkutan. Dalam kaitannya dengan peradilan tata usaha
negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut

kewenangan pengadilan tata usaha negara yang mana yang

berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

33 Desy Wulandari, “Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha
Negara”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 5, Nomor 1, Januari 2020, him. 53.
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perkara tersebut. Apakah PTUN Ujung Pandang, Surabaya,
Semarang, Bandung, Jakarta, Palembang, atau Medan, dan
sebagainya.3

Oleh karena itu, kompetensi relatif adalah kewenangan
pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara atau permohonan sesuai dengan batas wilayah
hukumnya. Pengadilan dinyatakan berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara dan
permohonan jika salah satu pihak yang bersengketa
bertempat tinggal di wilayah hukum dimana pengadilan
berkedudukan. Oleh karena itu, kompetensi relatif pengadilan
dihubungkan dengan kedudukan pengadilan itu sendiri dan
dihubungkan dengan kedudukan para pihak.

Kompetensi relatif PTUN dihubungkan dengan
kedudukan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU
No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
bahwa:

(1) “Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di
ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya
meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pengadilan  Tinggi Tata Usaha  Negara

berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Provinsi.”

34 Zairin Harahap, Op.Cit. him. 30.
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Selain kompetensi relatif yang dikaitkan dengan tempat
kedudukan pengadilan, kompetensi relatif PTUN dikaitkan
pula dengan para pihak yang bersengketa (pemohon dan
termohon). Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 54 UU No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur
bahwa:

(1) “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan
kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

(2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam
satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara.

(3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada
dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman
penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan
kepada Pengadilan yang bersangkutan.

(4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa
Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat
diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat.

(5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau
berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada
Pengadilan di Jakarta.

(6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan
penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada
Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.”

Berdasarkan ketentuan diatas, S.F. Marbun3®

mengemukakan pandangannya bahwa untuk membantu dan

35 S.F. Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di
Indonesia, FH-UIl Press, Yogyakarta, him, him. 240.
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memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari
keadilan yang bersengketa di PTUN, maka apabila tempat
kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum PTUN
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat,
untuk selanjutnya diteruskan kepada PTUN vyang
bersangkutan. Bahkan dalam hal-hal tertentu gugatan dapat
diajukan ke PTUN yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman penggugat. Sedangkan jika penggugat dan
tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke PTUN
Jakarta. Demikian pula jika tergugat berkedudukan di dalam
negeri dan penggugat berkedudukan di luar negeri, gugatan
diajukan kepada PTUN di tempat kedudukan tergugat.

Berkaitan dengan kompetensi PTUN tersebut dalam

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau
permohonan, di dalam Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

(1) “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan
dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan,
dan meskipun tidak ada eksepsi tentang
kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim
mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib
menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang
mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan
diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok
sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus
sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan

Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan
pokok sengketa.”
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Oleh karena itu, berkaitan dengan kompetensi absolut
dan kompetensi relatif diatas, maka pengadilan harus
menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara tersebut jika bukan menjadi
kewenangannya, baik kewenangan absolut maupun
kewenangan relatif. Kesalahan dalam mengajukan gugatan
akan sangat merugikan penggugat tidak hanya dari segi
waktu dan biaya, tetapi yang jauh lebih penting adalah dapat
berakibat gugatan menjadi daluwarsa sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya dapat diajukan
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak
diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara.¢

4. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Setelah seluruh rangkaian acara pemeriksaan sengketa tata
usaha negara selesai, maka Hakim Ketua Sidang memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan
kesimpulannya masing-masing. Kemudian, Hakim Ketua Sidang
menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis
hakim untuk bermusyawarah dalam ruang tertutup guna
mempertimbangkan putusannya. Dalam rapat musyawarah yang

dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang, maka putusan merupakan hasil

36 Zairin Harahap, Op.Cit. him. 31.
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pemufakatan yang bulat. Dalam hal setelah diusahakan dengan
sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka putusan
dapat diambil dengan cara suara terbanyak. Jika dalam
musyawarah pertama tidak dapat menghasilkan suatu putusan,
maka musyawarah dapat ditunda pada musyawarah berikutnya.
Apabila dalam musyawarah kedua ini tidak juga diperoleh putusan
melalui suara terbanyak, maka suara Hakim Ketua Sidang yang
akan menentukan.®’

Apabila dalam suatu persidangan diperlukan putusan sela,
maka putusan tersebut hanya dicantumkan dalam berita acara
sidang dan tidak dibuat sebagai putusan tersendiri. Putusan sela
disebut juga putusan interlukotoir, yaitu putusan yang diambil untuk
mengatasi persoalan yang timbul dalam persidangan, seperti
adanya suatu eksepsi, intervensi, dan lain-lain. Walaupun putusan
sela tidak dibuat dalam putusan tersendiri, tetapi harus juga
diucapkan dalam persidangan.s8

Berdasarkan Pasal 108 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, putusan pengadilan harus
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan

putusan pengadilan, maka atas perintah Ketua Sidang salinan

87 Rozali Abdullah, Op.Cit., him. 79.
38 |bid., him. 81.
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putusan tersebut harus disampaikan kepada yang bersangkutan
dengan surat tercatat. Jika putusan pengadilan tidak diucapkan
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan
pengadilan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Adapun jenis-jenis amar putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara berdasarkan Pasal 97 Ayat (7) UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa:

a. Gugatan ditolak

Gugatan dinyatakan ditolak apabila penggugat
dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.
Sehingga, akibat hukum yang harus ditanggung atas
kegagalan dalil gugatannya adalah gugatannya dinyatakan
ditolak.®®

b. Gugatan dikabulkan

Gugatan dinyatakan dikabulkan jika penggugat
berhasil membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal gugatan
dinyatakan dikabulkan, maka Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dapat dibebankan kewajiban untuk

menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

39 M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, him. 812.
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tindakan pemerintahan. Kewajiban tersebut dapat
berupa:4°
1) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersangkutan; atau
2) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata

Usaha Negara yang baru; atau

3) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal
gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut, dalam Pasal 97 Ayat (10) UU No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur
bahwa kewajiban tersebut diatas dapat disertai dengan
pembebanan ganti rugi.

c. Gugatan tidak diterima

Berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada
gugatan, antara lain adalah gugatan tidak memiliki dasar
hukum, gugatan error in persona, gugatan mengandung
cacat atau obscuur libel, gugatan melanggar yurisdiksi

(kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.*!

40 Pasal 97 Ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
41 M. Yahya Harahap, Op.Cit., him. 811.
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Oleh karena itu, jika gugatan mengandung cacat
formil sebagaimana dikemukakan diatas, maka putusan
harus menyatakan secara jelas dan tegas bahwa gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard).

d. Gugatan gugur
Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena
penggugat tidak hadir dalam beberapa kali dalam persidangan
meskipun sudah dipanggil secara patut atau penggugat
meninggal dunia.
B. Keputusan Tata Usaha Negara
Pangkal pokok sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata
usaha negara. Keputusan tata usaha negara juga dikenal dengan istilah
beschikking atau ketetapan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka
9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peerubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dari definisi keputusan tata usaha negara yang termaktub dalam
ketentuan diatas, maka dapat ditarik unsur-unsurnya, yaitu sebagai
berikut:

a. penetapan tertulis;

b. dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara;
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c. berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan
perundang-undangan;

d. bersifat konkret, individual, dan final; dan

e. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata.*?

Keputusan tata usaha negara sebagaimana dijelaskan pada
ketentuan diatas, mengalami perluasan makna sebagaimana diatur
dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara
negara lainnya,

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

d. bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Keputusan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9
UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus
dimaknai secara luas sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga, hal ini
membawa konsekuensi yuridis terhadap kompetensi PTUN yang

menjadi semakin luas.

42 R. Wiyono, 2010, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 18.
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Dengan demikian, tipologi KTUN menurut hukum administrasi
negara dan peraturan perundang-undangan di bidang PTUN terdapat
3, yaitu faktual (berupa tindakan), tertulis, dan sikap diam.*3

Istlah sikap diam terhadap permohonan masyarakat
sebagaimana dipopulerkan dalam hukum administrasi negara disebut
sebagai istilah keputusan fiktif. Istilah ini dimaksudkan untuk
memberikan sebutan kepada keputusan tata usaha negara
berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Penambahan kata negatif dan positif dimaksudkan
bahwa jika berdasarkan pada Pasal 3 UU PTUN maka “sikap diam”
pejabat pemerintahan adalah dianggap menolak permohonan
masyarakat sehingga disebut fiktif negatif. Sementara berdasarkan
Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
“sikap diam” pejabat pemerintahan adalah dianggap mengabulkan
permohonan masyarakat sehingga disebut dengan fiktif positif.**

1. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif
Penetapan atau keputusan administrasi negara dinamakan
negatif apabila bersifat penolakan terhadap permohonan dari

warga masyarakat yang bersangkutan.*® Bentuk keputusan tata

43 Fajlurrahman Jurdi, Op. Cit., him. 142.

44 Dian Utami Mas Bakar dan Audyna Mayasari Muin, “Kompetensi Peradilan Tata
Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal
llImu Hukum “THE JURIS", Vol. Il, Nomor 2, Desember 2018, him. 126-127.

45 Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,
him. 95.
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usaha negara fiktif negatif diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

(1)

(2)

(3)

“‘Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara.

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah
menolak mengeluarkan keputusan dimaksud.

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan  tidak menentukan jangka  waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah
lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya
permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersang-kutan dianggap telah mengeluarkan
keputusan penolakan.”

Berdasarkan apa yang telah disebutkan dan dijabarkan

melalui ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, adanya peristilahan sebagai fiktif negatif

karena memuat konteks “fiktif” yang menunjukan bahwa KTUN

yang menjadi objek gugatan tidak berwujud. Dari ketentuan

tersebut,

maka dapat dimaknai bahwa sikap diam pejabat

merupakan bentuk penolakan terhadap permohonan yang diajukan

orang atau badan hukum perdata ke Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan.46

46 Erlin Triartha Yuliani, “Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-
Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif
dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan
Permasalahannya”, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5 Nomor 1, April 2020, him.
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Apabila dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan telah lewat atau lewat 4 bulan sejak
diterimanya permohonan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan oleh
pemohon, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dianggap
telah mengeluarkan keputusan penolakan. Sikap diam Badan atau
Pejabat Pemerintahan tersebut disamakan dengan keputusan
tertulis berupa penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan yang
demikian disebut sebagai keputusan fikftif negatif. Fiktif artinya
tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi tetap dapat dianggap
mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan, negatif artinya
keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu permohonan.
Keputusan fiktif negatif merupakan perluasan dari keputusan tata
usaha negara tertulis yang menjadi objek dalam sengketa tata
usaha negara.*’

2. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif

Istilah fiktif positif tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU
No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun
istilah ini merupakan neologisme atau fiksi hukum untuk
mempermudah konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 53 UU
No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Fiksi

hukum yang dianut dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang

47 Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., him. 148-149.
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Administrasi Pemerintahan, yaitu diam berarti mengabulkan
(disebut keputusan/tindakan fiktif positif).#® Keputusan tata usaha
negara dengan konstruksi fiktif positif yang terkandung dalam Pasal
53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
berbunyi:

(1) “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama
10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap
dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan
untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan
Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.”

Dari ketentuan diatas, jika dibandingkan dengan konstruksi
hukum fiktif negatif yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perubahan yang

sangat signifikan terletak pada pengaturan jangka waktu kewajiban

48 Desy Wulandari, Op.Cit., him. 37.
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Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan
keputusan dan perubahan konstruksi hukum fiktif negatif menjadi
fiktif positif, serta adanya kewenangan PTUN untuk memberikan
putusan atas penerimaan keputusan yang bersifat fiktif positif.

Dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib mengeluarkan
keputusan dan/atau tindakan pemerintahan jika peraturan
perundang-undangan tidak mengaturnya. Sedangkan, dalam Pasal
3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradillan Tata Usaha Negara,
batas waktunya adalah selama 4 (empat) bulan.

Mengenai perubahan yang kedua adalah bergesernya konsep
konstruksi hukum fiktif negatif menjadi fiktif positif. Dalam UU No.
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengubah
konsep fiktif negatif menjadi fiktif positif. Dikarenakan bahwa jika
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menanggapi
permohonan masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan
maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
Selanjutnya adalah mengenai mekanisme pengajuan permohonan
kepada PTUN untuk mendapatkan putusan atas penerimaan
keputusan fiktif positif jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

bersikap diam terhadap permohonan warga masyarakat.
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Jika melihat kedua peraturan perundang-undangan tersebut,
maka secara kaidah memiliki pengaturan yang sangat berbeda dan
saling tumpang tindih. Namun, untuk menjamin kepastian hukum
pelaksanaan peraturan tersebut, Mahkamah Agung Republik
Indonesia memberikan pedoman terkait pilihan hukum dalam hal
terjadi benturan hukum substantif dengan kaidah hukum formal
melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan. Pada poin E angka 4 SEMA No. 1 Tahun 2017
tersebut, ditegaskan bahwa:

a. “berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur
mengenai permohonan fiktif positif, maka ketentuan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara mengenai gugatan fiktif negatif tidak
dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan
ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian
permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh
PERATUN.

b. oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur
permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara
pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat
untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan
juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar
memberikan pelayanan prima (excellent service), atas
dasar prinsip lex posteriori derogat legi priori.”

Dengan demikian, lahirnya konstruksi keputusan fiktif positif
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Administrasi
Pemerintahan, maka konstruksi hukum fiktif negatif yang diatur
dalam Pasal 3 UU PTUN tidak berlaku lagi. Hal ini dimaksudkan
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untuk menciptakan kepastian hukum dan sebagai perwujudan dari

asas una via, yaitu hakim harus memilih satu cabang hukum yang

lebih memihak kepada keadilan.

Namun, keputusan tata usaha negara dengan konstruksi fiktif

positif telah mengalami pergeseran pasca lahirnya UU No. 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pengaturan Pasal 53 UU No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah dengan

Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja.

Dalam ketentuan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tentang Cipta

Kerja tersebut diatur bahwa:

(1)

(@)

3)

(4)

(5)

‘Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5
(lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik
dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah
terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan
dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan
Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara
hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan
Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan
secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Presiden.”
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Dari ketentuan diatas, perubahan yang sangat mendasar
adalah terletak pada tenggang waktu kewajiban Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan menetapkan dan/atau melakukan keputusan
dan/atau tindakan, yaitu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan
diterima secara lengkap. Sementara, dalam Pasal 53 UU No. 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa
kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan adalah 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Hal ini
tentunya bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
lebih responsive dalam menjawab permohonan masyarakat.

Perubahan yang kedua adalah terletak pada mekanisme
penerimaan putusan atas penerimaan keputusan yang bersifat fiktif
positif. Dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, jika Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan bersikap diam atas permohonan masyarakat, maka
pemohon mengajukan permohonan kepada PTUN untuk
mendapatkan putusan atas penerimaan keputusan yang bersifat
fiktif positif. Namun, dalam Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja, menghilangkan mekanisme pengajuan
permohonan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan
penerimaan keputusan fiktif positif. Sehingga, telah muncul

ketentuan baru mengenai “fiktif positif otomatis” atau "tindakan
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yang dianggap dikabulkan secara hukum” tanpa kontrol badan
yudisial.*®
C. Perbandingan Hukum
Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan para ahli terkait
dengan perbandingan hukum. Sebagian ahli memandang bahwa
perbandingan hukum merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan
dan sebagian pula mengatakan bahwa perbandingan hukum
merupakan sebuah metode. Para ahli yang mengemukakan bahwa
perbandingan hukum adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan antara
lain menurut W.L.G. Lemaire bahwa perbandingan hukum merupakan
cabang ilmu pengetahuan dan juga merupakan metode perbandingan
yang di dalamnya mencakup isi dan kaidah hukum, persamaan dan
perbedaannya, sebab-sebab dan dasar-dasar kemasyarakatannya.
Selanjutnya, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa
perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara
sistematis mempelajari hukum dari dua atau lebih sistem hukum
dengan menggunakan metode perbandingan.>®
Sementara para ahli yang memandang bahwa perbandingan
hukum adalah sebuah metode antara lain menurut Rudolf B.

Sclesinger, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode

49 Addi Fauzani, “Diskresi dan Fiktif Positif Pasca UU Cipta Kerja”, terdapat di
https://kumparan.com/addi-fauzan/diskresi-dan-fiktif-positif-pasca-uu-cipta-kerja-
1vENGLM3pY1/full (diakses pada tanggal 13 Januari 2022, pukul 12.22 WITA).

50 Farrel Alanda Fitrah, “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan
Terhadap Peradilan, Perizinahan, dan Santet Dalam RKHUP Indonesia”, Sign Jurnal
Hukum, Vol. 2, Nomor2, Maret 2021, him. 123.
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penyelidikan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih jauh tentang
bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah merupakan
seperangkat aturan dan asas-asas hukum, bukan pula suatu cabang
hukum, melainkan suatu teknik untuk menyikapi unsur hukum asing dari
suatu masalah hukum.>!

Dari uraian tentang perbandingan hukum diatas, baik dari
pandangan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan
maupun sebagai metode, maka dapat disimpulkan bahwa
perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk
membandingkan sistem-sistem hukum atau bahan hukum tertentu
dengan menggunakan metode perbandingan.

D. Asas Preferensi Hukum
1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Asas lex superior derogat legi inferiori merupakan asas yang
bersifat fundamental dalam proses pembentukan dan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, karena asas ini pada dasarnya
merumuskan bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah derajatnya atau tingkatannya tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya.>? Sehingga, asas ini erat

kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan

51 Farrel Alanda Fitrah, Ibid.
52 [rwansyah, 2021, Refleksi Hukum Indonesia, Mirra Buana Media, Yogyakarta, him.
39.
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sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Bagir Manan, asas ini bermakna bahwa peraturan
yang secara hierarki memiliki tingkatan lebih tinggi akan
mengesampingkan peraturan yang secara hierarki lebih rendah.
Namun, terdapat pengecualian apabila substansi peraturan
perundang-undangan yang lex superior mengatur hal-hal yang oleh
undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan
perundang-undangan yang lebih inferiori.>?
Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Asas lex posterior derogat legi priori bermakna bahwa
peraturan yang baru (posterior) mengesampingkan peraturan yang
lama (priori). Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma
hukum yang dengan norma hukum yang lama memiliki derajat yang
sama. Penerapa asas ini, bukanlah hal yang sangat sulit karena
terdapat ukuran yang jelas untuk menentukan peraturan mana yang
terbaru, yakni melihat waktu mulai berlakunya peraturan tersebut.>

Oleh karena itu, dalam hal terjadi pertentangan norma antara
hukum yang baru dengan hukum yang lama, maka yang berlaku

adalah hukum yang terbaru berdasarkan asas tersebut. Pada

53 A.A. Oka Mahendra, 2010, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, Jakarta,
Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, dipublikasikan pada 29

Maret 2010, http://ditienpp.kemenkumham.go.id diakses tanggal 25 Agustus 2018.

54 Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan,
Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, Jurnal
Legislasi Indonesia, Vol. 16, Nomor 3, September 2020, him. 312.
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peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru
melumpuhkan peraturan yang lama, sehingga peraturan yang telah
diganti dengan peraturan yang baru secara otomatis tidak berlaku
lagi. Hal ini terjadi apabila terdapat pertentangan antara peraturan
perundang-undangan yang lama dengan perturan perundang-
undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama.
Jika diundangkan peraturan yang baru dengan tidak mencabut
peraturan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama
sedangkan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka
peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan
peraturan perundang-undangan yang lama. Namun biasanya juga
di dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan secara
eksplisit yang mencerminkan asas ini.
3. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Pada dasarnya, asas ini juga merupakan asas yang bersifat
fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan karena inti dari asas lex specialis derogat legi
generali yakni ketentuan peraturan perundang-undangan yang
materinya bersifat khusus akan menyampingkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.®

55 [rwansyah, Op. Cit., him. 40.
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Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex
specialis derogat legi generalis:>®

a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum
umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan
hukum khusus tersebut.

b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan
ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan
undang-undang).

c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam
lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan
hukum keperdataan.

E. Putusan PTUN Makassar Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.MKS

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.
3/P/FP/2020/PTUN.Mks merupakan klasifikasi permohonan fiktif positif.
Pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah
Asdianti (Pemohon) melawan Kepala Balai Taman Nasional Taka
Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar (Termohon). Tentang
duduknya permohonan, yaitu bahwa permohonan pemohon tanggal 16
Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar dengan register Nomor:

56 A.A. Oka Mahendra. Op.Cit
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3/P/FP/2020/PTUN.Mks, pada tanggal 16 Desember 2020 yang isinya
menerangkan bahwa: keputusan fiktif positif dari termohon berupa
sikap diam termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon surat
permohonan pada tanggal 17 Juni 2020 perihal Permohonan
Pertimbangan Teknis Untuk Mendapatkan Izin Usaha Pariwisata
Sarana Wisata Alam Dalam Bidang Usaha Penyediaan Sarana Wisata
Alam (IUPSWA).57

Dalam putusan tersebut, Hakim PTUN tidak mempertimbangkan
kewenangan PTUN dalam memeriksa dan memutus permohonan fiktif
positif yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
melainkan Hakim PTUN mempertimbangkan kewenangan mengadili
sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan juntco Perma No. 8 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan
Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan
atau Pejabat Pemerintahan.

Sehingga, dalam putusan tersebut amar putusan menyatakan:>®
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

57 Putusan PTUN No. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS, him. 2-3.
58 Putusan PTUN No. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS, him. 29.
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2. Mewajibkan Termohon untuk menidaklanjuti Surat Permohonan
pada tanggal 17 Juni 2020 Perihal : Permohonan Pertimbangan
Teknis Untuk Mendapatkan Izin Usaha Pariwisata Sarana Wisata
Alam Dalam Bidang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
(IUPSWA).

3. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan
keputusan dan/atau tindakan TUN sesuai Permohonan pada tanggal
17 Juni 2020 Perihal : Permohonan Pertimbangan Teknis Untuk
Mendapatkan lIzin Usaha Pariwisata Sarana Wisata Alam Dalam
Bidang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah).

Putusan PTUN Padang Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No.
6/P/FP/2020/PTUN.Pdg merupakan klasifikasi permohonan fiktif positif.

Pihak yang bersengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah

Drs. HERMAN HARUN, B.Sc., M.M. (Pemohon) melawan Kepala Dinas

Pendidikan Kota Padang (Termohon). Tentang duduknya permohonan,

yaitu bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 30

November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Padang dengan register Nomor:

6/P/FP/2020/PTUN.Pdg, pada tanggal 16 Desember 2020 yang isinya
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menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Sikap diam Termohon
yang tidak menanggapi Surat Permohonan Penerbitan Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) baru permohon pada
tanggal 20 Oktober 2020.5°

Dalam putusan tersebut, Hakim PTUN mempertimbangkan
pengaturan mekanisme penerimaan putusan atas permohonan fiktif
positif yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
yakni hilangnya kewenangan PTUN dalam memeriksa dan memutus
permohonan fiktif positif. Sehingga, dalam putusan tersebut amar
putusan menyatakan:®°
1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar

Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

. Analisis Perbandingan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim
Mengenai Kompetensi Absolut PTUN Dalam Menyelesaikan
Permohonan  Fiktif Positif Pada Putusan PTUN No.
3./P/FP/2020/PTUN.MKS dan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG
1. Perbandingan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Mengenai Kompetensi Absolut PTUN Dalam Menyelesaikan
Permohonan Fiktif Positif Pada Putusan PTUN No.

3./P/IFP/2020/PTUN.MKS dan No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG

59 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 1-5.
60 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 42.
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a.

Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Kompetensi

Absolut PTUN Dalam Menyelesaikan Permohonan Fiktif

Positif Pada  Putusan PTUN Makassar No.

3/P/FP/2020/PTUN.MKS

Dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan
tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut:

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menguiji
pokok permohonan, Pengadilan akan berpedoman pada
ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.
8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk
Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau
Pejabat Pemerintahan, yang mengatur kriteria permohonan
guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan, yaitu:

a) “Permohonan dalam lingkup kewenangan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan;

b) Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk
menyelenggarakan fungsi pemerintahan;

c) Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang
belum pernahditetapkan dan / atau dilakukan oleh Badan
atau Pejabat Pemerintahan; dan

d) Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara
langsung.”

Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria permohonan

guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan
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dan/atau Pejabat Pemerintahan di atas bersifat kumulatif.
Artinya bahwa permohonan Pemohon harus memenuhi
seluruh kriteria diatas secara limitatif. Apabila salah satu
kriteria tidak terpenuhi maka permohonan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat diklasifikasikan
sebagai permohonan yang dianggap dikabulkan secara
hukum (permohonan fiktif positif).

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh
kriteria permohonan fiktif positif diatas, Majelis Hakim menilai
bahwa permohonan tersebut memenuhi seluruh kriteria
permohonan fiktif positif.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa
berdasarkan pada pertimbangan hukum yang mengatur
prosedur penerbitan IUPSWA dalam Pasal 10 Ayat (1)
Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi
Alam Nomor : P.12/IV -SET/2011 Tentang Pedoman
Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin
Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam,
Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Termohon dapat
diklasifikasikan  sebagai tindakan  sewenang-wenang
(willekeur), sehingga tindakan Termohon yang tidak

menjawab permohonan Pemohon dalam jangka waktu
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tertentu, dalam hukum administrasi dianggap mengabulkan
permohonan pemohon, karenanya secara hukum dalam
sengketa in casu Termohon (Kepala Balai Taman Nasional
Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar) harus
menerbitkan Pertimbangan Teknis kepada pemohon.

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena terbukti secara
nyata Termohon tidak melaksanakan prosedur penerbitan
Pertimbangan Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka menurut hemat Pengadilan
dalil-dalii  Pemohon dan Termohon berkaitan dengan
substansi tidak dikeluarkannya Pertimbangan Teknis kepada
Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga
beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan
permohonan pemohon in casu.

Dasar rujukan kompetensi absolut PTUN yang
digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengadili permohonan
in casu adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 UU No.
30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo
Peraturan MA RI No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan
Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau

Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.
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Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim
dalam amar putusannya menyatakan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Mewajibkan Termohon untuk menidaklanjuti Surat
Permohonan padatanggal 17 Juni 2020 Perihal:
Permohonan Pertimbangan Teknis Untuk Mendapatkan
Izin Usaha Pariwisata Sarana Wisata Alam Dalam Bidang
Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

3. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau
melakukan keputusan dan/atau tindakan TUN sesuai
Permohonan pada tanggal 17 Juni 2020 Perihal:
Permohonan Pertimbangan Teknis Untuk Mendapatkan
Izin Usaha Pariwisata Sarana Wisata Alam Dalam Bidang
Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (Dua

Ratus Dua Puluh Ribu rupiah).
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b. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Kompetensi
Absolut PTUN Dalam Menyelesaikan Permohonan Fiktif
Positif Pada Putusan PTUN Padang No.
6/P/FP/2020/PTUN.PDG

Dalam pertimbangan hukum Hakim pada putusan PTUN

Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, Majelis Hakim

mempertimbangkan eksepsi Termohon yang disampaikan

melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 10

Desember 2020, yakni:

DALAM EKSEPSI®!

1. Permohonan Pemohon tidak Termasuk Kiriteria
Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan (Acara Fiktif Positif);
Pada intinya Termohon menyatakan bahwa Permohonan
pemohon tersebut tidak termasuk dalam kriteria
permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf a dan kriteria ketentuan
Pasal 3 Ayat (2) huruf c;

2. Petitum Permohonan tidak didukung oleh posita
Permohonan Pemohon;

Pada intinya jika pemohon mendalilkan adanya cacat

hukum pada keputusan maka seharusnya diikuti dengan

61 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 37.
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petitum pembatalan keputusan bukan menerbitkan
keputusan yang baru. Karena jika menerbitkan keputusan
yang baru tanpa membatalkan keputusan yang terdahulu
maka akan menimbulkan 2 keputusan yang mengatur hal
yang sama tetapi substansinya saling tumpang tindih.
Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum
mempertimbangkan kedua eksepsi Termohon tersebut,
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:
Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hakimnya
mempertimbangkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang
kemudian mengalami perubahan dalam Pasal 175 Angka 6
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam
pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta
hukum bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (4) dan
Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan
diberikan kewenangan kepada Pengadilan dalam memeriksa
dan mengadili permohonan fiktif positif dalam jangka waktu 21
(dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (6) UU
No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diwajibkan untuk
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menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
putusan Pengadilan ditetapkan.

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan bahwa sejak lahirnya UU No, 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka ketentuan Pasal 53 UU
No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak
berlaku lagi karena telah diubah dalam Pasal 175 Angka 6 UU
No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal ini sejalan
dengan asas lex posterior derogat legi priori (hukum yang
baru mengenyampingkan hukum yang lama). Dalam
ketentuan tersebut, PTUN tidak diberikan kewenangan lagi
untuk memutus mengenai permohonan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (permohonan fiktif
positif).

Dengan demikian, di dalam ketentuan perubahan
tersebut tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang
diberikan kepada PTUN untuk memutus mengenai
permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah
untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum
(permohonan fiktif positif). Melainkan, berdasarkan ketentuan

Pasal 53 Ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja terhadap
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Permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya
Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara
hukum, harus segera ditetapkan atau dilaksanakan oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut sesuai
dengan yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Presiden,
sebagai peraturan pelaksana Pasal 53 Undang-Undang Cipta
Kerja tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum bagi
Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan
memutus permohonan a quo.?? Oleh karena Pengadilan Tata
Usaha Negara Padang tidak berwenang dalam memeriksa
dan memutus permohonan tersebut, maka Majelis Hakim
tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi-
eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

DALAM POKOK PERMOHONANS®3

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan

bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus

62 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 40-41.
63 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 41
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permohonan tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan

mempertimbangkan lagi mengenai pokok permohonan yang

diajukan oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 97 Ayat (7)

huruf ¢ UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan

Permohonan Pemohon tidak diterima.

Sehingga, Majelis Hakim dalam amar putusannya
menyatakan:

MENGADILI%4

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya
permohonan sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu
rupiah).

2. Analisis
Berdasarkan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa:

(1) “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan

64 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 42.
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dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan
Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.”

Dari ketentuan tersebut menjadi dasar bagi PTUN untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan fiktif positif
yang diajukannya. Pemohon mengajukan permohonan kepada
PTUN untuk mendapatkan putusan penerimaan keputusan ketika
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bersikap diam atas
permohonan masyarakat.

Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan pasca
lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Bab Xl
tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung
Cipta Kerja, Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja yang mengatur bahwa:

(1) “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan.

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan
seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi,
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sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan
sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,
permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan
Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan
secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Presiden.”

Sehingga, dengan berubahnya ketentuan Pasal 53 UU No. 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 175
Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, apabila Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan bersikap diam atas permohonan
masyarakat maka hal tersebut dianggap dikabulkan secara hukum,
sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon untuk
mengajukan permohonan penerimaan keputusan kepada PTUN
telah dihapus. Dengan demikian, kewenangan PTUN dalam
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan fiktif positif
telah hilang.

Oleh karena itu, dengan dihapuskannya ayat (4) dan ayat (5)
pada ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum kepada
pemohon untuk tidak lagi mengajukan permohonannya kepada
PTUN. Melainkan, terhadap keputusan yang bersifat fiktif positif dari
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera ditetapkan
dan/atau dilaksanakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

tersebut.
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Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja, maka Majelis Hakim wajib berpedoman pada ketentuan Pasal
175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena
telah mengubah ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan. Hal ini sejalan pula dengan asas lex
superior derogat legi inferiori bahwa hukum vyang Ilama
dikesampingkan oleh hukum yang baru.

Berkaitan dengan itu, kewenangan Pengadilan haruslah ada
dasar atau sumber yang diberikan oleh suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan, hal ini sejalan dengan asas legalitas yakni
tanpa ada dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan
perundang-undangan, maka Pengadilan tidak akan memiliki
wewenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara
maupun permohonan yang diajukan kepadanya.

Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 16 Peraturan MA RI
No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh
Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan
Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah,
diatur bahwa salah satu alasan hukum yang menjadi dasar putusan
atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan
dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yakni
mengenai kewenangan pengadilan. Jika pengadilan tidak

berwenang untuk mengadili sengketa maupun permohonan tersebut,
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maka pengadilan wajib menyatakan permohonan pemohon tidak
dapat diterima. Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan
MA RI No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk
Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna
mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintah, yaitu “amar putusan atas penerimaan permohonan
untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan berbunyi “menyatakan permohonan pemohon
tidak dapat diterima”, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat
formal, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing), atau pengadilan tidak berwenang.”

Pada putusan PTUN Makassar No. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS,
objek permohonannya adalah keputusan fiktif positif dari Termohon
berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon
surat Permohonan Pemohon pada tanggal 17 Juni 2020 perihal
permohonan pertimbangan teknis untuk mendapatkan IUPSWA.
Permohonan tersebut diregistrasi di PTUN Makassar pada tanggal
16 Desember 2020 dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada Senin, 25 Januari 2021. Artinya, bahwa putusan
permohonan tersebut diperiksa dan diputus pasca berlakunya UU
No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan

hukum hakimnya tidak menggunakan atau tidak mempertimbangkan

76



ketentuan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja dalam memutus permohonan tersebut. Padahal dalam Pasal
186 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa
“‘undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya”.
Sehingga, pada tanggal diundangkannya undang-undang ini yakni
tanggal 2 November 2020 maka pada saat itu pula undang-undang
ini mulai berlaku dan harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
dalam memutus suatu permohonan fiktif positif.

Tetapi, Majelis Hakim masih tetap berpedoman dan merujuk
pada ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan. Padahal, ketentuan Pasal 175 Angka 6
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah mengubah Pasal
53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni
hilangnya campur tangan PTUN dalam memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan permohonan fiktif positif.

Oleh karena itu, putusan tersebut dalam amar putusannya
menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
karena Majelis Hakim menilai bahwa PTUN masih berwenang untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan fiktif positif.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis
dengan salah satu Hakim PTUN Makassar yang mengadili
permohonan tersebut, mengatakan bahwa kompetensi absolut

PTUN dalam memeriksa dan memutus permohonan fiktif positif
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pasca lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, itu perlu
dikaji dan dinilai apakah ketentuan tersebut memberikan kepastian
hukum karena peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana dari
ketentuan tersebut belum terbit sampai sekarang, terlebih dengan
terbitnya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu, majelis
hakim boleh melakukan penemuan hukum dan dapat memberikan
perlindungan hukum.%®

Kaitannya dengan penemuan hukum, Hakim dalam
menjalankan tugas untuk mengadili perkara atau permohonan,
terkadang tidak terdapat aturan yang mengaturnya, atau
peraturannya tidak jelas, atau bahkan terjadi kekosongan hukum.
Sementara, prinsip peradilan adalah tidak boleh menolak perkara
yang diajukannya dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang
mengaturnya atau hukumnya tidak jelas, melainkan hakim wajib
mengadilinya (asas ius curia novit). Sehingga, Hakim dituntut untuk
berperan dalam penemuan hukum karena mengingat perkembangan
masyarakat yang sangat sulit diikuti dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan.

Namun, pertanyaannya adalah apakah ketika peraturan telah
mengatur permasalahan yang diadili tersebut sudah diatur jelas

dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan

65 Wawancara Yang Mulia Hakim Bapak M. Ferry Irawan, S.H., M.H. (Hakim Ketua
Majelis pada permohonan no. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS.) pada tanggal 21 April 2020.
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penafsiran atau upaya penemuan hukum lagi oleh Hakim. Menurut
Penulis jika peraturan perundang-undangan telah mengatur jelas,
maka Hakim wajib tunduk pada peraturan tersebut. Sebagaimana
dituliskan oleh Siti Malikhatun Badriyah®® bahwa dalam menjalankan
tugas, Hakim juga dituntut untuk mengikuti perkembangan yang
terjadi dalam masyarakat, supaya dapat memberikan putusan yang
sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini Hakim harus
mengadili menurut hukum.

Berkaitan dengan kompetensi absolut PTUN telah diatur
secara jelas dalam Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

(1) “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat
diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun
tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan
apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib
menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili
sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan
sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan
eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa
diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan
hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut eksepsi tentang
kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap saat selama
pemeriksaan. Meskipun tidak ada eksepsi mengenai kewenangan

absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, maka hakim

66 Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum
(Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan”, Jurnal Masalah-masalah
Hukum, Vol. 40, Nomor 3 2011, him. 388.
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karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak
berwenang mengadili sengketa atau permohonan yang
bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan pendapat pada wawancara yang
dilakukan oleh Penulis terhadap salah satu Hakim PTUN Makassar
yang berpendapat bahwa dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja, sebetulnya tidak mencabut ketentuan Pasal 53
UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tetapi
hanya mengubah. Sehingga, rezim fiktif positif masih tetap berlaku,
yang berubah adalah kompetensi PTUN untuk mengadili fiktif positif.
Sehingga, jika ada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
bersikap diam terhadap permohonan masyarakat maka tidak lagi
melalui mekanisme PTUN, karena PTUN tidak lagi memiliki
kewenangan. Alas kewenangan PTUN untuk mengadili permohonan
fiktif positif telah hilang melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja. Hilangnya kompetensi PTUN untuk mengadili permohonan
fiktif positif juga dipertegas dalam SEMA No. 5 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, huruf E poin 2 yang mengatur bahwa “dengan

diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
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permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara”.®’

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis
terhadap 2 Hakim PTUN Makassar tersebut, terlihat bahwa di
kalangan Hakim PTUN tersebut masih terjadi perbedaan pendapat
mengenai kompetensi absolut PTUN dalam mengadili permohonan
fiktif positif pasca lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja.

Dalam putusan PTUN Makassar tersebut, memang tidak
terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dalam
memutus permohonan fiktif positif. Tetapi, meskipun tidak ada
eksepsi tersebut hakim wajib menyatakan pengadilan tidak
berwenang untuk mengadili permohonan fiktif positif karena
pengaturan tentang kompetensi PTUN telah dihapus dalam UU No.
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Atau setidaknya Majelis Hakim
memberikan pertimbangan ataupun alasan mengapa masih
menggunakan rujukan dalam ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam putusan tersebut.

Sehingga, sangat disayangkan ketika ada putusan yang tidak
sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku. Terlebih pada

putusan permohonan fiktif positif yang tidak dapat diajukan upaya

67 Wawancara Yang Mulia Hakim Bapak Sarjoko, S.H., M.H. (Hakim PTUN Makassar)
pada tanggal 12 April 2020.
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hukum banding dan kasasi karena putusan terhadap permohonan
fiktif positif bersifat final dan mengikat.

Berbeda pada putusan PTUN Padang No.
6/P/FP/2020/PTUN.PDG, yang permohonannya diregistrasi di PTUN
Padang pada tanggal 30 November 2020 dan diputuskan dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 4 Januari 2021.
Artiinya, permohonan tersebut telah diregistrasi dan diputus pasca
lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Sehingga, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hakim
putusan tersebut mengatakan bahwa:

‘Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan
tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (4) dan Ayat (5)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi
Pemerintahan diberikan kewenangan kepada Pengadilan,
dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Pengadilan yang diberikan kewenangan
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja mengenai permohonan
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum
tersebut, serta beradasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (6)
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan diwajibkan untuk menetapkan
Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan
Pengadilan ditetapkan.”®®

“‘Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 53 di
dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut
telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 53 BAB XI
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk mendukung
Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

68 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 39-40.
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Cipta Kerja, di dalam ketentuan perubahan tersebut tidak
diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenai
permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah
untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum,
akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (5) Undang-
Undang Cipta Kerja terhadap Permohonan untuk
ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau
Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, harus segera
ditetapkan atau dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat
tersebut sesuai dengan yang diatur dan ditentukan oleh
Peraturan Presiden, sebagai peraturan pelaksana Pasal 53
Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.”®?

‘Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan
dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja khusunya
ketentuan Pasal 53 BAB Xl Pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan Untuk mendukung Cipta Kerja yang dikaitkan
dengan asas lex posterior derogat legi priori (hukum yang
baru mengenyampingkan hukum yang lama) Pengadilan Tata
Usaha Negara tidak diberikan kewenangan lagi untuk
memutus mengenai permohonan kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan, oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk
menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak
berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a
quo.”

“‘Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang tidak berwenang dalam memeriksa dan
memutus permohonan tersebut, maka Majelis Hakim tidak
akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi-
eksepsi yang diajukan oleh Termohon.”"*

Hal ini menurut penulis telah sesuai dengan penerapan
hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTUN Padang

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

69 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 40.
70 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 40-41.
71 Putusan PTUN Padang No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, him. 41.
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Peradilan Tata Usaha Negara juntco Pasal 17 Peraturan MA No. 8
Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh
Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan
Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.
Karena sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja, kewenangan absolut PTUN dalam mengadili permohonan fiktif
positif telah hilang. PTUN sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman/lembaga yudisial tidak lagi memiliki campur tangan
dalam memberikan putusan penerimaan keputusan yang bersifat
fiktif positif.

Hal ini sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran MA
RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang terbit untuk memberikan
kepastian hukum mengenai penyelesaian permohonan fiktif positif
pasca terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
khususnya dalam huruf E poin 2 diatur bahwa “dengan
diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
permohonan fikif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersikap diam
atas permohonan masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan, tidak lagi mengajukan
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permohonan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan
penerimaan permohonan. Melainkan, lembaga eksekutif wajib
menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan
yang dimohonkan.

Oleh karena itu, perbandingan dari dua putusan tersebut
terlihat bahwa adanya disparitas putusan dan ketidakpastian hukum
dalam penyelesaian permohonan fiktif positif pasca lahirnya UU No.
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada putusan PTUN Makassar
no. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS masih menggunakan ketentuan Pasal
53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
dalam memutus permohonan tersebut, sedangkan pada putusan
PTUN Padang no. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG telah menggunakan
ketentuan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 53 UU No. 53 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar dalam
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan yang
diajukannya.

Hal ini tentunya menjadi masalah yang tidak dapat dibenarkan
terjadi secara berkelanjutan, terlebih putusan terhadap permohonan
fiktif positif bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 Peraturan MA RI No. 8 tahun 2017 Tentang Pedoman
Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan

Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau
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Pejabat Pemerintah. Sehingga, pihak yang merasa tidak puas akan
putusan PTUN tidak dapat melakukan upaya hukum.

Selain itu, prinsip res judicate pro veritate habetur
memberikan makna bahwa putusan hakim selalu dianggap benar
sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi membatalkannya.
Hal ini juga perlu mendapat perhatian lebih karena ketika adanya
ketidakpastian hukum penyelesaian permohonan fiktif positif, maka
yang menjadi korban adalah masyarakat dan badan hukum perdata
sebagai subjek hukum. Mereka tidak mengetahui harus bertindak
seperti apa ketika ada Badan dan/atau Pejebat Pemerintahan yang
bersikap diam atas permohonannya, karena badan yudisial tidak lagi
memiliki campur tangan terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan perbandingan terhadap 2 putusan tersebut,
menurut hemat pengetahuan Penulis, putusan PTUN Makassar
mengalami kekeliruan dalam menerapkan hukum yang berlaku,
karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar
pertimbangan hukum Hakim dalam mengadili permohonan tersebut
sudah diubah oleh ketentuan Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi
rujukan PTUN dalam mempertimbangkan kompetensi PTUN dalam
mengadili permohonan tersebut adalah ketentuan yang terdapat

dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Karena putusan
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tersebut diputus pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja. Sementara pada putusan PTUN Padang no.
6/P/FP/2020/PTUN.PDG, menurut hemat pengetahuan Penulis telah
sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku, yakni putusan yang
amar putusannya tidak menerima permohonan Pemohon karena
PTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan

fiktif positif.
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